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MEKANISME PEMBERIAN KOMPENSASI DAN RESTITUSI BAGI KORBAN
TINDAK PIDANA*
Oleh: Alvianto R.V. Ransun?®

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana jaminan perlindungan
hukum terhadap hak-hak korban tindak pidana dan bagaimana mekanisme
pemberian kompensasi dan restitusi terhadap korban tindak pidana. Melalui
penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Jaminan perlindungan hukum
terhadap hak-hak korban tindak pidana sangatlah penting mengingat akibat
terjadinya tindak pidana dapat menyebabkan seseorang mengalami kerugian
dan penderitaan baik secara fisik, psikis maupun kerugian harta benda. Melalui
peraturan perundang-undangan jaminan perlindungan atas hak-hak korban
perlu mendapatkan kepastian hukum dan keadilan akibat terjadinya tindak
pidana. Untuk tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat korban
perlu mendapatkan kompensasi dan bagi korban tindak pidana di luar
pelanggaran HAM yang berat perlu diberikan restitusi dan bantuan pemulihan
terhadap kondisi fisik dan psikis. 2. Mekanisme pemberian kompensasi dan
restitusi terhadap korban tindak pidana telah diatur dalam PP No. 44 Tahun
2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan
Korban yang merupakan pelaksanaan dari UU No. 13 Tahun 2006. Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban yang melaksanakan mekanisme pemberian
kompensasi, restitusi dan bantuan terhadap korban. Kompensasi merupakan
ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu
memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.
Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau
Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta
milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau
penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Bantuan adalah layanan yang
diberikan kepada Korban dan/atau Saksi oleh LPSK dalam bentuk bantuan
medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial.
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Di Indonesia telah berlaku UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan
Saksi dan Korban, yang disusul kemudian dengan PP No. 44 Tahun 2008
Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan
Korban.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak korban tindak
pidana ?

2. Bagaimana mekanisme pemberian kompensasi dan restitusi terhadap
korban tindak pidana ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dipergunakan
dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-
norma hukum vyang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.
Prosedur identifikasi dan inventarisasi bahan hukum mencakup bahan hukum
primer, yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder, yaitu
literatur dan karya ilmiah hukum. Bahan hukum tersier, terdiri dari; kamus
hukum. Bahan hukum yang diperoleh, diinventarisasi dan diidentifikasi
kemudian dianalisis secara kualitatif

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak-Hak Korban Tindak Pidana
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan

Korban dalam Pasal 1 angka 2 menyatakan yang dimaksud dengan korban

adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau

kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
Menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan

Saksi dan Korban bahwa seorang Saksi dan Korban berhak:

a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta
bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian
yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan

dukungan keamanan;

memberikan keterangan tanpa tekanan;

mendapat penerjemabh;

bebas dari pertanyaan yang menjerat;

mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;

mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;

mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;

>0 o Qoo
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mendapat identitas baru;

mendapatkan tempat kediaman baru;

k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;

mendapat nasihat hukum; dan/atau

m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu
perlindungan berakhir.

Menurut Pasal 6: Korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat,
selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak
untuk mendapatkan: a. a. bantuan medis; dan b. b. bantuan rehabilitasi psiko-
sosial.

Pasal 7 ayat (1), Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan
berupa: a. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia
yang berat; b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung
jawab pelaku tindak pidana. Ayat (2): Keputusan mengenai kompensasi dan
restitusi diberikan oleh pengadilan.

[S—

B. Pengertian Kompensasi Dan Restitusi
Pasal 1 PP No. 44 tahun 2008 memberikan definisi:

1. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena
pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi
tanggung jawabnya.

2. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau
Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian
harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan,
atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

PEMBAHASAN
A. Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana

Menurut Kamus Black’s Law: Protection is (1) a. the act of protecting:
defence; shelter of evil; preservation from loss, injury or annoyance; as we find
protection under good laws and an upright administration; b. an instance of
this; (2) one who or that which protect.® Perlindungan hukum merupakan
suatu hal atau perbuatan untuk melindungi subjek hukum berdasarkan pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai dengan sanksi-sanksi
bila ada yang melakukan wanprestasi.® Pengertian perlindungan hukum yaitu

3Bryan A Graner. Black’s Law Dictionary Eighth Edition.St. Paul. West Thomson, 2004. hal.
1446.

*Soedikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta. 1991.
hal. 9.
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adanya jaminan hak dan kewajiban manusia dalam rangka memenuhi
kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan dengan manusia lain.’

Kata perlindungan di atas menunjuk pada adanya terlaksananya
penanganan kasus yang dialami dan akan diselesaikan menurut ketentuan
hukum yang berlaku secara penal maupun non penal dan juga adanya
kepastian-kepastian usaha-usaha untuk memberikan jaminan-jaminan
pemulihan yang dialami. Hukum merupakan wujud dari perintah dan
kehendak negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengemban
kepercayaan dan perlindungan penduduk, baik di dalam maupun di luar
wilayahnya.

Perlindungan hukum yang pasif berupa tindakan-tindakan luar (selain
proses peradilan) yang memberikan pengakuan dan jaminan dalam bentuk
pengaturan atau kebijaksanaan berkaitan dengan hak-hak pelaku maupun
korban. Sedangkan yang aktif dapat berupa tindakan yang berkaitan dengan
upaya pemenuhan hak-haknya. Perlindungan hukum aktif ini dapat dibagi lagi
menjadi aktif prefentif dan aktif represif. Aktif preventif berupa hak-hak yang
diberikan oleh pelaku, yang harus diterima oleh korban berkaitan dengan
penerapan aturan hukum ataupun kebijaksanaan pemerintah. Aktif represif
berupa tuntutan kepada pemerintah atau aparat penegak hukum terhadap
pengaturan maupun kebijaksanaan yang telah diterapkan kepada korban yang
dipandang merugikan.®

Perlindungan dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu perlindungan hukum
dan perlindungan khusus terhadap ancaman. Perlindungan hukum dapat
berupa kekebalan yang diberikan kepada pelapor dan saksi untuk tidak dapat
digugat secara perdata atau dituntut secara perdata sepanjang yang
bersangkutan memberikan kesaksian atau laporan dengan iktikad baik atau
yang bersangkutan tidak sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri. Perlindungan
hukum lain adalah berupa larangan bagi siapapun untuk membocorkan nama
pelapor atau kewajiban merahasiakan nama pelapor disertai dengan ancaman
pidana terhadap pelanggarannya. Semua saksi, pelapor dan korban
memerlukan perlindungan hukum ini. Sementara perlindungan khusus kepada
saksi, pelapor dan korban diberikan oleh negara untuk mengatasi
kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan harta benda,
termasuk pula keluarga. Tidak semua saksi pelapor dan korban tindak pidana
memerlukan_perlindungan khusus ini, karena tidak semuanya menghadapi
ancaman.’

5 .
Ibid.
6Philip M. Hadjon Perlindungan Hukum Bagi Rakyat, Disertasi, Universitas Airlangga,
Surabaya, 1987, hal. 23.
"Harian Seputar Indonesia. Senin, 15 Mei 2006.
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Sementara perlindungan khusus kepada saksi, pelapor dan korban diberikan
oleh negara untuk mengatasi kemungkinan ancaman yang membahayakan
diri, jiwa dan harta benda, termasuk pula keluarga. Tidak semua saksi pelapor
dan korban tindak pidana memerlukan perlindungan khusus ini, karena tidak
semuanya menghadapi ancaman. Perlindungan saksi dan pelapor, baik secara
yuridis maupun perlindungan khusus terhadap pelapor, saksi dan keluarganya
meliputi beberapa hal: Pertama, perlindungan atas keamanan pribadi dari
ancaman fisik dan mental. Kedua, perlindungan terhadap harta. Ketiga,
perlindungan berupa kerahasiaan dan penyamaran identitas. Keempat,
pemberian keterangan tanpa bertatap muka (konfrontasi) dengan tersangka
atau terdakwa pada setiap tingkat pemeriksanaan perkara. Bentuk
Perlindungan Khusus misalnya Dalam Peraturan KAPOLRI No. 17 Tahun 2005
tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Terhadap Pelapor dan Saksi Dalam
Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan, perlindungan khusus terhadap
pelapor, saksi dan keluarganya meliputi beberapa hal. Pertama, perlindungan
atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental. Kedua, perlindungan
terhadap harta. Ketiga, perlindungan berupa kerahasiaan dan penyamaran
identitas. Keempat, pemberian keterangan tanpa bertatap muka (konfrontasi)
dengan tersangka atau terdakwa pada setiap tingkat pemeriksanaan perkara.8

Menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 13 Tahun 2006, Perlindungan adalah
segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa
aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau
lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Pasal 2 Undang-
undang Nomor 13 Tahun 2006 memberikan perlindungan pada saksi dan
korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan
peradilan. Pasal 3 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban berasaskan pada:
a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia; b. Rasa aman; c. Keadilan;
d. Tidak diskriminatif; dan e. Kepastian hukum

Perlindungan saksi dan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada
saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada proses peradilan
Pidana. Perlindungan terhadap hak-hak saksi dan korban akibat terjadinya
suatu tindak pidana merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia.
Pada dasarnya korban adalah orang, baik sebagai individu, kelompok atau pun
masyarakat yang telah menderita kerugian yang secara langsung telah
terganggu akibat pengalamannya sebagai target dari kejahatan.

Adapun beberapa alasan perlindungan saksi dan juga korban adalah:’

8 .
Ibid.
’Surastini Fitriasih, perlindungan Saksi dan Korban sebagai Sarana Menuju Proses Peradilan
(Pidana) Yang Jujur dan Adil. www.pemantauperadilan.com. Diakses tanggal 10 Februari 2006.
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1. Bagi saksi (apalagi yang awam hukum), memberikan keterangan bukanlah
suatu hal yang mudah;

2. Bila keterangan yang diberikan ternyata tidak benar, ada ancaman pidana
baginya karena dianggap bersumpah palsu;

3. Keterangan yang diberikannya akan memungkinkan dirinya mendapat
ancaman, terror, intimidasi dari pihak yang dirugikan;

4. Memberikan keterangan membuang waktu dan biaya;

5. Aparat penegak hukum tidak jarang memperlakukan saksi seperti seorang
tersangka/terdakwa.

Menurut UU No. 13 Tahun 2006 Pasal 1 angka 4, Ancaman adalah segala
bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak
langsung, yang mengakibatkan Saksi dan/atau Korban merasa takut dan/atau
dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan
dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana. Dalam
hal seseorang mengalami sendiri tindak pidana (saksi korban) maka dalam
memberikan kesaksiannya tidak akan mengalami kekhawatiran tentang
sesuatu hal sehubungan dengan kesaksiannya, karena yang ia utarakan hanya
untuk dirinya sendiri.

Masalah perlindungan korban tindak pidana merupakan salah satu
permasalahan yang menjadi perhatian dunia internasional. Hal ini dapat dilihat
dengan dibahasnya masalah perlindungan korban kejahatan dalam Kongres
PBB VII tahun 1985 tentang “The Prevention of Crime and The Treatment of
Offenders” di Milan, Italia : Disebutkan “Victims right should be perceived as
anintegral aspect of the total criminal justice system.” (Hak-hak korban
seharusnya menjadi bagian yang integral dari keseluruhan sistem peradilan
pidana).’® Dalam Kongres PBB ini diajukan rancangan Resolusi tentang
Perlindungan Korban ke Majelis Umum PBB. Rancangan Resolusi ini kemudian
menjadi Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/34 tertanggal 29 November 1985
tentang “Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and
Abuse of Power.”

B. Mekanisme Pemberian Kompensasi Dan Restitusi Bagi Korban Tindak
Pidana
1. Pemberian Kompensasi
Beberapa pokok penting mekanisme menurut PP No. 44 Tahun 2008, Pasal
2:
(1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak memperoleh
Kompensasi.

yN Congress, Seventh Report, New York, 1986, hal. 147. Dalam Supriyadi Widodo
Eddyono. Jakarta. 2005. hal.1. www.perlindungansaksi.wordpress.com.
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(2) Permohonan untuk memperoleh Kompensasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya dengan surat
kuasa khusus.

(3) Permohonan untuk memperoleh Kompensasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas
kertas bermeterai cukup kepada pengadilan melalui LPSK.

Pasal 3: Pengajuan permohonan Kompensasi dapat dilakukan pada saat
dilakukan penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat atau
sebelum dibacakan tuntutan oleh penuntut umum.

Pasal 5:

(1) LPSK memeriksa kelengkapan permohonan Kompensasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari
terhitung sejak tanggal permohonan Kompensasi diterima.

(2) Dalam hal terdapat kekuranglengkapan permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), LPSK memberitahukan secara tertulis kepada
pemohon untuk melengkapi permohonan.

(3) Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal
pemohon menerima pemberitahuan dari LPSK, wajib melengkapi berkas
permohonan.

(4) Dalam hal permohonan tidak dilengkapi dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), pemohon dianggap mencabut permohonannya.

Pasal 6: Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 dinyatakan lengkap, LPSK segera melakukan pemeriksaan substantif.

Pasal 7: Untuk keperluan pemeriksaan permohonan Kompensasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, LPSK dapat meminta keterangan dari
Korban, Keluarga, atau kuasanya dan pihak lain yang terkait.

Pasal 9 ayat (1): Hasil pemeriksaan permohonan Kompensasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ditetapkan dengan keputusan LPSK,
disertai dengan pertimbangannya; ayat (2): Dalam pertimbangan LPSK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai rekomendasi untuk mengabulkan
permohonan atau menolak permohonan Kompensasi.

Pasal 10:

(1) LPSK menyampaikan permohonan Kompensasi beserta keputusan dan
pertimbangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada
pengadilan hak asasi manusia.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi
permohonan Kompensasi yang dilakukan setelah putusan pengadilan hak
asasi manusia yang berat telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(3) Dalam hal LPSK berpendapat bahwa pemeriksaan permohonan
Kompensasi perlu dilakukan bersama-sama dengan pokok perkara
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pelanggaran hak asasi manusia yang berat, permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Jaksa Agung.

(4) Salinan surat pengantar penyampaian berkas permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), atau ayat (3) disampaikan kepada
Korban, Keluarga, atau kuasanya dan kepada instansi pemerintah terkait.

Pasal 11:

(1) Dalam hal LPSK mengajukan permohonan Kompensasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), pengadilan hak asasi
manusia memeriksa dan menetapkan permohonan Kompensasi dalam
jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal
permohonan diterima.

(2) Penetapan pengadilan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan kepada LPSK dalam jangka waktu paling lambat 7
(tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan.

(3) LPSK menyampaikan salinan penetapan pengadilan hak asasi manusia
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Korban, Keluarga, atau
kuasanya dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak
tanggal menerima penetapan.

Pasal 15:

(1) LPSK melaksanakan penetapan pengadilan hak asasi manusia mengenai
pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dengan
membuat berita acara pelaksanaan penetapan pengadilan hak asasi
manusia kepada instansi pemerintah terkait.

(2) Instansi pemerintah terkait melaksanakan pemberian Kompensasi dalam
jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal
berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.

(3) Dalam hal Kompensasi menyangkut pembiayaan dan perhitungan
keuangan negara, pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan
setelah berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait lainnya.

Pasal 16:

(1) Pelaksanaan pemberian Kompensasi, dilaporkan oleh instansi pemerintah
terkait dan/atau Departemen Keuangan kepada ketua pengadilan hak
asasi manusia yang menetapkan permohonan Kompensasi.

(2) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian Kompensasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Korban, Keluarga, atau
kuasanya, dengan tembusan kepada LPSK dan penuntut umum.

(3) Pengadilan hak asasi manusia setelah menerima tanda bukti sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tersebut mengumumkan pelaksanaan pemberian
Kompensasi pada papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.
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2. Pemberian Restitusi

Beberapa pokok penting mekanisme pemberian restitusi, Pasal 21:
Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah pelaku
dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap.

Pasal 24: Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 dinyatakan lengkap, LPSK segera melakukan pemeriksaan substantif.
Pasal 25, ayat (1): Untuk keperluan pemeriksaan permohonan Restitusi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, LPSK dapat memanggil Korban,
Keluarga, atau kuasanya, dan pelaku tindak pidana untuk member keterangan;
ayat (2) Dalam hal pembayaran Restitusi dilakukan oleh pihak ketiga, pelaku
tindak pidana dalam memberikan keterangan kepada LPSK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib menghadirkan pihak ketiga tersebut.

Pasal 27 ayat (1): Hasil pemeriksaan permohonan Restitusi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 ditetapkan dengan keputusan LPSK,
disertai dengan pertimbangannya; ayat (2): Dalam pertimbangan LPSK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai rekomendasi untuk mengabulkan
permohonan atau menolak permohonan Restitusi.

Pasal 28:

(1) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pelaku
tindak pidana dinyatakan bersalah, LPSK menyampaikan permohonan
tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 kepada pengadilan yang berwenang.

(2) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum tuntutan dibacakan,
LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan
pertimbangannya kepada penuntut umum.

(3) Penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam tuntutannya
mencantumkan permohonan Restitusi beserta Keputusan LPSK dan
pertimbangannya.

(4) Salinan surat pengantar penyampaian berkas permohonan dan
pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
disampaikan kepada Korban, Keluarga atau kuasanya, dan kepada pelaku
tindak pidana dan/atau pihak ketiga.

Pasal 29:

(1) Dalam hal LPSK mengajukan permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 ayat (1), pengadilan memeriksa dan menetapkan
permohonan Restitusi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh)
hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
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(2) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada LPSK dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung
sejak tanggal penetapan.

(3) LPSK menyampaikan salinan penetapan pengadilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya dan
kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga dalam jangka waktu
paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal menerima penetapan.

Pasal 30:

(1) Dalam hal LPSK mengajukan permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 ayat (2), putusan pengadilan disampaikan kepada LPSK
dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal
putusan.

(2) LPSK menyampaikan salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya dan kepada pelaku
tindak pidana dan/atau pihak ketiga dalam jangka waktu paling lambat 7
(tujuh) hari terhitung sejak tanggal menerima putusan.

Pasal 31:

(1) Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga melaksanakan penetapan atau
putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30
dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
tanggal salinan penetapan pengadilan diterima.

(2) Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga melaporkan pelaksanaan
Restitusi kepada pengadilan dan LPSK.

(3) LPSK membuat berita acara pelaksanaan penetapan pengadilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Pengadilan mengumumkan pelaksanaan Restitusi pada papan
pengumuman pengadilan.

Pasal 32 ayat (1): Dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi kepada
Korban melampaui jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 ayat (1), Korban, Keluarga, atau kuasanya melaporkan hal
tersebut kepada Pengadilan yang menetapkan permohonan Restitusi dan
LPSK; ayat (2): Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera
memerintahkan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga untuk
melaksanakan pemberian Restitusi, dalam jangka waktu paling lambat 14
(empat belas) hari terhitung sejak tanggal perintah diterima.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak korban tindak pidana
sangatlah penting mengingat akibat terjadinya tindak pidana dapat
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menyebabkan seseorang mengalami kerugian dan penderitaan baik secara
fisik, psikis maupun kerugian harta benda. Melalui peraturan perundang-
undangan jaminan perlindungan atas hak-hak korban perlu mendapatkan
kepastian hukum dan keadilan akibat terjadinya tindak pidana. Untuk tindak
pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat korban perlu
mendapatkan kompensasi dan bagi korban tindak pidana di luar
pelanggaran HAM yang berat perlu diberikan restitusi dan bantuan
pemulihan terhadap kondisi fisik dan psikis.

. Mekanisme pemberian kompensasi dan restitusi terhadap korban tindak

pidana telah diatur dalam PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian
Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban vyang
merupakan pelaksanaan dari UU No. 13 Tahun 2006. Lembaga Perlindungan
Saksi dan Korban yang melaksanakan mekanisme pemberian kompensasi,
restitusi dan bantuan terhadap korban. Kompensasi merupakan ganti
kerugian vyang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu
memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.
Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau
Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian
harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan,
atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Bantuan adalah layanan
yang diberikan kepada Korban dan/atau Saksi oleh LPSK dalam bentuk
bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Saran

Perlindungan hukum terhadap hak-hak korban tindak pidana perlu
dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh dengan memperhatikan
asas Perlindungan Saksi dan Korban yaitu: penghargaan atas harkat dan
martabat manusia; rasa aman; keadilan; tidak diskriminatif; dan kepastian
hukum. Pemerintah perlu melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang telah
diberlakukan termasuk pengawasan dan penegakan hukum terhadap
pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan terhadap
korban tindak pidana sebagai bagian dari pemenuhan perlindungan
terhadap hak-hak korban tindak pidana.

Mekanisme pemberian kompensasi dan restitusi terhadap korban tindak
pidana memerlukan peningkatan kinerja dari Lembaga Perlindungan Saksi
dan Korban sesuai kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-
undangan. Diharapkan LPSK dapat menjalankan kewenangannya sesuai
dengan prosedur pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan termasuk
memperpanjang atau menghentikan pemberian bantuan setelah
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mendengarkan keterangan dokter, psikiater, atau psikolog. Pemberian
kompensasi dan restitusi hendaknya dupayakan setelah semua dokumen
yang diperlukan memenuhi persyaratan dengan memperahtikan rasa
keadilan; tidak diskriminatif; dan kepastian hukum bagi korban tindak
pidana.
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